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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, segala kami limpahkan rahmat 

dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat waktu 

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi 

penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang 

berada di sekitar lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Laporan ini 

didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan 

bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini. 

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih 

memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun. 

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat pengguna 

layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan 

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik 

dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam 

bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP diselenggarakan dengan 

komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang 

diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) atas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan 

harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan 

menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta 

permasalah dalam pelaksaan pelayanan kepada masyarakat; 

2) mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan; 

3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering 

dihadapi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan 

harapan masyarakat.

b. Manfaat 

a) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan 

kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan: 

 memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan;  

 memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

 mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

 mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 
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 sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik; 

 memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

c) Manfaat FKP khusus bagi publik: 

 ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang 

Pelayanan Publik; 

 memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

 memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan; 

 menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan; 

 meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup 

a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;  

b. Penyusunan Standar Pelayanan;  

c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

d. Pemberian penghargaan;

e. Survei kepuasan masyarakat; dan 

f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Pelaksanaan: Kamis/31 Juli 2025 

b. Tempat Pelaksanaan: Hotel Java heritage Purwokerto

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara layanan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 

b. Pengguna layanan 

1. Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyumas 

2. Direktur Rumah Sakit Se- Kabupaten Banyumas 

3. Kepala Puskesmas Cilongok I 

4. Kepala Puskesmas Karanglewas 

5. Kepala Puskesmas Kebasen 

6. Kepala Puskesmas Kedungbanteng 

7. Kepala Puskesmas Wangon I 

8. Kepala Puskesmas Banyumas 

9. Kepala Puskesmas Baturraden II 

10. Kepala Puskesmas Kalibagor 
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11. Kepala Puskesmas Sumpiuh I 

12. Kepala Puskesmas Purwokerto Utara II 

13. Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat 

14. Lurah Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara 

15. Lurah Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur 

16. Lurah Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan 

17. Kepala Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen 

18. Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas 

19. Kepala Desa Rawaheng Kecamatan Wangon 

20. Kepala Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng 

21. Kepala Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh 

22. Kepala Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas 

23. Kepala Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor 

24. Kepala Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden 

25. Kepala Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok 

26. Kader Kesehatan Kelurahan Purwanegara 

27. Kader Kesehatan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur 

28. Kader Kesehatan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto 

Selatan 

29. Kader Kesehatan Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen 

30. Kader Kesehatan Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas 

31. Kader Kesehatan Desa Rawaheng Kecamatan Wangon 

32. Kader Kesehatan Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng 

33. Kader Kesehatan Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh 

34. Kader Kesehatan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas 

35. Kader Kesehatan Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor 

36. Kader Kesehatan Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden 

37. Kader Kesehatan Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok 

38. Ketua Penyehat Tradisional Kabupaten Banyumas 

39. Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Cabang Kabupaten Banyumas 

c. Stakeholder pelayanan publik 

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas  

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas 

3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia  

4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas 

5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas 

6. Kepala DPU Kab. Banyumas 

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyumas 

8. Kepala Dinsospermasdes Kab. Banyumas 

9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. 

Banyumas 

10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas 
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11. Kepala DLH Kab. Banyumas 

12. Kepala DPPKBP3A Kab. Banyumas 

13. Kepala Dinperkim Kab. Banyumas 

14. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

15. Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Sekretariat Daerah 

d. Ahli/Praktisi/Organisasi Profesi 

1. Kepala BAZNAS Kabupaten Banyumas 

2. Ketua Palang Merah Indonesia Kab. Banyumas 

3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Banyumas 

4. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kab. Banyumas 

5. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kab. Banyumas 

6. Ketua IAKMI Kab. Banyumas 

7. Ketua Persatuan Ahli Gizi Kab. Banyumas 

8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Banyumas 

9. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Banyumas 

10. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten 

Banyumas 

11. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Banyumas 

12. Ketua DPC APKESMI (Akselerasi Puskesmas Indonesia) Kabupaten 

Banyumas 

13. Ketua DPC Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi 

Kesehatan Indonesia Kabupaten Banyumas 

14. Ketua DPC Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia 

Kabupaten Banyumas 

15. Ketua Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia Cabang Banyumas 

e. Organisasi Masyarakat Sipil 

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banyumas 

2. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Banyumas  

3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Banyumas  

4. Ketua Forum Anak Kab. Banyumas  

5. Ketua Forum Lansia Kab. Banyumas 

6. Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia di Kab. Banyumas 

7. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyumas 

f. Akademisi 

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman 

2. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman 

3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

5. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang 

6. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa 

g. Dunia Usaha 

1. Pimpinan Klinik Utama Amanda Purwokerto 
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2. Pimpinan Klinik Pratama IDI 

3. Pimpinan Klinik Tanjung Purwokerto 

h. LSM 

Tidak ada 

i. Media Massa 

1. Direktur Utama Radar Banyumas 

2. Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Banyumas 

3. Direktur Banyumas TV 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Luring 

4. Susunan Acara FKP 

a. Pembukaan 

b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

c. Doa 

d. Laporan Ketua Panitia 

e. Keynote Speech oleh Bupati Banyumas 

f. Sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyumas 

g. Pemaparan: 

a) Materi 1 oleh Kepala DinasKesehatan Kabupaten Banyumas 

b) Materi 2 oleh Kepala Puskesmas Cilongok I 

c) Materi 3 oleh Direktur RSUD Banyumas 

d) Materi 4 oleh Direktur RSUDAjibarang 

e) Materi 5 oleh Direktur RSKMP 

h. Diskusi/Tanggapan/Dialog 

i. Rencana Tindak Lanjut

j. Penandatanganan Berita Acara (Komitmen dan Tindaklanjut) 

k. Foto Bersama 

l. Penutup 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah

1. Fasilitasi komunikasi penyehat tradisional dengan masyarakat) sebagai 

pendamping pengobatan konvensional. 

2. Perizinan klinik Terlalu kaku dengan SOP 

3. Kecepatan pengurusan perizinan agar lebih di tingkatkan 

4. Bidan desa Krajan di Pekuncen Belum tersedia 

5. Pemerataan pelayanan di seluruh Puskesmas seperti di puskesmas Cilongok I 

6. Petugas ATLM hanya tersedia 1 orang, sehingga kalau sedang dinas luar maka

tidak ada penggantinya 

7. Rujukan tidak hanya ke RS Pemerintah, namun ke RS Swasta 

8. Mendatangkan dokter spesialis di  Puskesmas atau Pustu 

9. SIMRS perlu ditingkatkan di bidang kesehatan 
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10. Puskesmas agar memisahkan untuk pasien umum dan pasien jiwa, karena kalau 

kelamaan di Puskesmas sampai ke RS sudah tutup 

11. Dispensasi untuk pasien kejiwaan agar pasien tidak datang langsung ke Faskes. 

Karena pasien yang masih jauh dari Faskes, maka anggaran ke Faskes lebih 

mahal dibandingkan dengan pengobatan mandiri 

12. Jumlah nakes belum sesuai standar 

13. Perlakuan/kesejahteraan kader di Desa dan di Kelurahan belum sama. 

Kelurahan tidak ada anggaran untuk kader, agar diperhatikan anggaran kader di 

Kelurahan 

14. Pelaksanaan posyandu di Kelurahan tidak ada anggaran. Mohon untuk 

dipetakan kembali 

15. Informasi layanan unggulan belum dikolaborasikan antara RS Swasta dan RS 

Pemerintah. 

2. Analisis 

No Masalah Man Methode Material Money Machine 
Measurem

ent 

1 Fasilitasi 

komunikasi  

penyehat 

tradisional 

dengan 

masyaraka

t)  sebagai 

pendampin

g 

pengobata

n 

konvensio

nal. 

Minimny

a 

pelatiha

n atau 

sertifika

si bagi 

penyeh

at 

tradision

al untuk 

berkom

unikasi 

secara 

efektif 

dan 

profesio

nal

Belum 

ada 

standar 

operasion

al 

prosedur 

(SOP) 

yang 

mengatur 

kolaboras

i antara 

pengobat

an 

tradisiona

l dan 

konvensi

onal 

Tidak 

tersedia 

ruang 

atau 

fasilitas 

khusus di 

pusat 

layanan 

kesehata

n untuk 

konsultas

i dengan 

penyehat 

tradisiona

l 

 Masing-

masing 

asosiasi 

penyehat 

tradisiona

l memiliki 

standar 

biaya 

pendaftar

an 

pelatihan 

dan iuran 

keanggot

aan yang 

dirasa 

terlalu 

tinggi 

oleh para 

penyehat 

tradisiona

l 

Belum 

ada 

pemanfa

atan 

teknologi 

komunika

si seperti 

aplikasi 

kesehata

n atau 

platform 

digital 

untuk 

menghub

ungkan 

masyarak

at 

dengan 

penyehat 

tradisiona

l 

Tidak ada 

indikator 

kinerja 

untuk 

menilai 

efektivitas 

komunikasi 

antara 

penyehat 

tradisional 

dan 

masyaraka

t. 

2 Perizinan 

klinik 

Terlalu 

kaku 

Minimny

a 

pemaha

mana 

Sudah 

tersedia 

SOP 

yang 

Persyarat

an 

dokumen 

sesuai 

Pengruru

san izin 

tidak 

berbiaya/

Mekanis

me, 

prosedur 

dan 

Regulasi 

sudah 

sesuai 

dengan 
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dengan 

SOP 

masyar

akat 

dalam 

upaya 

memen

uhi 

persyar

atan 

dalam 

SOP 

perizina

n klinik 

jelas dengan 

Permenk

es Nomor 

17 tahun 

2024 

gratis jangka 

waktu 

layanan 

secara 

rutin 

dilakukan 

evaluasi 

Permenke

s 

3 Kecepatan 

pengurusa

n perizinan 

agar lebih 

di 

tingkatkan. 

Minimny

a

pemaha

mana 

masyar

akat 

dalam 

upaya 

memen

uhi 

persyar

atan 

dalam 

SOP 

perizina

n klinik 

Sudah 

tersedia

SOP 

yang 

jelas 

Persyarat

an

dokumen 

sesuai 

dengan 

Permenk

es Nomor 

17 tahun 

2024 

Pengruru

san izin

tidak 

berbiaya/

gratis 

Mekanis

me,

prosedur 

dan 

jangka 

waktu 

layanan 

secara 

rutin 

dilakukan 

evaluasi 

Regulasi 

sudah

sesuai 

dengan 

Permenke

s 

4 Bidan desa 

Krajan di 

Pekuncen 

Belum 

tersedia 

Jumlah 

Pegawa

i Bidan 

kurang 

dalam 

satu 

puskes

mas 

Penghitu

ngan

Rencana 

Kebutuha 

pegawai 

sudah 

dibuat 

Rencana 

kebutuha

n 

pegawai 

sudah 

diusulkan  

Belum 

ada 

pemenuh

an 

rencana 

kebutuha

n 

Terdapat 

prioritas 

terhadap 

pengusul

an 

anggaran 

belanja 

pegawai 

Pemenuha

n tenaga 

bidan desa 

di Pustu/ 

PKD 

belum 

menjadika

n indikator 

puskesma

s sesuai 

standar 

5 Pemerataa

n 

Belum 

terpenu

Terdapat 

skala 

Sudah 

terdapat 

Anggaran 

pembang

Pemenuh

an 

Terdapat 

indikator 
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pelayanan 

di seluruh 

Puskesma

s seperti di 

puskesma

s Cilongok 

I 

hinya 

rasio 1 

Puskes

mas 

untuk 

30.000 

pendud

uk 

prioritas 

dalam 

usulan 

pembang

unan

Puskesm

as 

rencana 

pembang

unan 

Puskesm

as 

dengan 

ratio yang 

belum 

memenu

hi 

unan 

berasal 

dari 

APBD 

pembang

unan 

Puskesm

as 

dilakukan 

secara 

bertahap 

termuat 

dalam 

Renstra 

Dinkes 

akses 

pelayanan 

Puskesma

s 

6 Petugas 
ATLM 
hanya 
tersedia 1 
orang, 
sehingga 
kalau 
sedang 
dinas luar 
maka tidak 
ada 
penggantin
ya. 

Jumlah 
Pegawa
i ATLM 
kurang 
dalam 
satu 
puskes
mas 

Penghitu
ngan
Rencana 
Kebutuha 
pegawai 
sudah 
dibuat

Rencana 
kebutuha
n 
pegawai 
sudah 
diusulkan  

Belum 
ada 
pemenuh
an 
rencana 
kebutuha
n

Terdapat 
prioritas 
terhadap 
pengusul
an 
anggaran 
belanja
pegawai 

Pemenuha
n tenaga 
ATLM di 
Puskesma
s belum 
menjadika
n indikator
puskesma
s sesuai 
standar 

7 Rujukan 
tidak 
hanya ke 
RS 
Pemerinta
h, namun 
ke RS
Swasta. 

Rumah 
sakit 
perlu 
memen
uhi 
keterse
diaan
Dokter 
Spesiali
s sesuai 
dengan 
kompet
ensi 
pelayan
an RS 

Pelayana
n 
kesehata
n 
perseora
ngan 
sesuai
dengan 
Permenk
es 16 
Tahun 
2024
tentang 
Sistem 
Rujukan 
Pelayana
n 
Kesehata
n 
Perseora
ngan
dilakukan 
berdasar
kan 
kebutuha
n medis 

Sistem 
rujukan 
pelayana
n 
kesehata
n 
perseora
ngan 
juga 
memperti
mbangka
n 
aksesibilit
as 
berupa 
jarak dan 
waktu 
tempuh, 
pelayana
n yang 
berkualita
s, dan 
tidak 
dilakukan 
berdasar
kan 

Pelayana
n 
Rujukan 
pasien 
dicover 
oleh JKN 

Dengan 
Capaian 
Program 
UHC 
Kabupate
n 
Banyuma
s di 
angka 
98,45% 
memungk
inkan 
pelayana
n rujukan 
pada 
masyarak
at tidak 
ada 
kendala 
akses ke 
RS 

Sudah ada 
indikator 
Pasien 
Rujuk Balik 
di RS pada 
pasien 
JKN
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Pasien 
dan 
kemampu
an 
Pelayana
n pada 
setiap 
Fasyanke
s 

pertimba
ngan 
biaya 

8 Mendatang

kan dokter 

spesialis di  

Puskesma

s atau 

Pustu. 

Sudah 

Tersedi

a dokter 

spesiali

as di RS 

untuk 

melakuk

an 

kunjung

an 

pemerik

saan di 

Puskes

mas 

Sudah 

berjalan 

program 

SPELING 

(spesialis 

keliling)  

Program 

di Dinkes 

Utamany

a pada 

program 

Cek 

Kesehata

n Gratis 

yang 

dimodifik

asi 

dengan 

Bakti 

sosial IDI 

membuka 

akses 

untuk 

spesialis 

melakuka

n 

pemeriks

aan di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesm

as 

Tersedia 

anggaran 

pada 

bidang di 

Dinas 

Kesehata

n sesuai 

program 

terkait 

untuk 

menghadi

rkan 

dokter 

spesialis 

ke 

Puskesm

as 

Alat 

kesehata

n dan 

ketersedi

aan obat 

di 

Puskesm

as 

memungk

inkan 

untuk 

dihadirka

n dokter 

spesialis 

di 

Puskesm

as 

Kegiatan 

SPELING 

dilakukan 

monitoring 

dan 

evaluasi 

berkala 

oleh Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 

Jawa 

Tengah 

9 SIMRS 

perlu 

ditingkatka

n di bidang 

kesehatan. 

Masing 
masing 
RS 
harus 
memen
uhi 
SDM 
yang 
mempu
nyai 
kualifika
si untuk 

Standar 
SIMRS 
saat ini 
mengacu 
pada
standar 
akreditasi 
dan 
variabel 
ERM dari 
kemenke
s yang 

Masing-
masing 
RS saat 
ini 
melakuka
n 
implemen
tasi RME 
dengan 
variasi 
baik itu 
full RME 

Pembiay
aan 
melekat 
pada 
operasion
al 
masing-
masing 
RS 

Standar 
SIMRS 
saat ini 
mengacu 
pada 
standar 
akreditasi 
dan 
variabel 
ERM dari 
kemenke
s yang 

Implement
asi SIMRS 
selalu 
dilakukan 
monitoring 
dan 
evaluasi 
oleh 
Kemenkes 
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pengelol
aan 
sistem 
informa
si 

terkoneks
i dengan 
SATU 
SEHAT 
Kemenke
s. 

maupun 
kombinas
i dengan 
RM 
Manual 

terkoneks
i dengan 
SATU 
SEHAT 
Kemenke
s 

10 Puskesma

s agar 

memisahk

an alur 

pembuatan 

rujukan 

Rumah 

Sakit untuk 

pasien 

umum dan 

pasien 

jiwa, 

karena

kalau 

kelamaan 

di 

Puskesma

s sampai 

ke RS 

sudah 

tutup. 

Sudah 

terdapat 

petugas 

tambah

an 

untuk 

membu

atkan 

rujukan  

Sudah 

terdapat 

alur 

rujukan 

harus 

diperiksa 

dokter 

terlebih 

dahulu 

untuk 

mendapa

tkan 

rujukan

ke RS 

Jumlah 

rujukan 

non 

spesialisti

k dan 

jumlah 

rujukan 

total 

dibatasi 

sesuai 

dengan 

aturan 

KBK

BPJS 

Kasus 

rujukan 

pasien 

ditanggun

g BPJS 

Puskesm

as tidak 

ada 

masalah 

dalam 

mengaks

es 

aplikasi 

PCare 

BPJS 

karena 

sudah 

terdapat

PC dan 

jaringan 

internet 

untuk 

membuat 

rujukan 

Sudah 

terdapat 

indikator 

KBK untuk 

menilai 

rasio 

rujukan 

kasus non 

spesilistik 

dan rasio 

rujukan 

total 

11 Dispensasi 

untuk 

pasien 

kejiwaan 

agar 

pasien 

tidak 

datang 

langsung 

ke Faskes. 

Karena 

pasien 

yang 

masih jauh 

dari 

Sudah 
terdapat 
petugas 
tambah
an 
untuk 
membu
atkan 
rujukan  

Sudah 
terdapat 
alur 
rujukan 
harus 
diperiksa 
dokter 
terlebih 
dahulu 
untuk 
mendapa
tkan 
rujukan 
ke RS 

Jumlah 
rujukan 
non 
spesialisti
k dan 
jumlah 
rujukan 
total 
dibatasi 
sesuai 
dengan 
aturan 
KBK 
BPJS 

Kasus 
rujukan 
pasien 
ditanggun
g BPJS 

Puskesm
as tidak 
ada 
masalah 
dalam 
mengaks
es 
aplikasi 
PCare 
BPJS 
karena 
sudah 
terdapat 
PC dan 
jaringan 
internet 
untuk 
membuat 
rujukan 

Sudah 
terdapat 
indikator 
KBK untuk 
menilai 
rasio 
rujukan 
kasus non 
spesilistik 
dan rasio 
rujukan 
total 
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Faskes, 

maka 

anggaran 

ke Faskes 

lebih 

mahal 

dibandingk

an dengan 

pengobata

n mandiri. 

12 Jumlah 

nakes 

belum 

sesuai

standar 

Jumlah 
dan 
macam 
nakes 
strategis 
belum 
memen
uhi jika 
sesuai 
degan
Permen
kes 19 
Tahun 
2024 
dala  
dalam 
satu 
puskes
mas 

Penghitu
ngan
Rencana 
Kebutuha 
pegawai 
sudah 
dibuat 

Rencana 
kebutuha
n 
pegawai 
sudah 
diusulkan  

Belum 
ada 
pemenuh
an 
rencana 
kebutuha
n 
terutama 
untuk 
jenis
nakes 
psikologi 
klinis dan 
fisioterapi
s 

Terdapat 
prioritas 
terhadap 
pengusul
an 
anggaran 
belanja 
pegawai 

Pemenuha
n tenaga 
strategis 
sudah ada 
indikator 
puskesma
s sesuai 
standar 
tapi masih 
bersifat
kompromis 
(bisa 
dipenuhi 
dengan 
menunjukk
an 
dokumen 
komitmen) 

13 Perlakuan/

kesejahter

aan kader 

di Desa 

dan di 

Kelurahan 

belum 

sama. 

Kelurahan 

tidak ada 

anggaran 

untuk 

kader, 

agar 

diperhatika

n 

anggaran 

Jumlah

kader 

kesehat

an di 

kelurah

an dan 

desa 

terbatas 

Belum

semua 

kader 

mendapa

tkan 

pelatihan 

kompeten

si kader 

dan 

dinilai 25 

ketrampil

an dasar 

kader 

Sudah

terdapat 

payung 

hukum 

untuk 

pemberia

n insentif 

Kader 

Kesehata

n di Desa 

dan 

Keluraha

n yaitu 

Peraturan 

Bupati 

Banyuma

s Nomor 

Pembiay

aan 

Insentif 

Kader 

Kesehata

n pada 

kelurahan 

berasal 

dari 

APBD 

sedangka

n pada 

Desa 

dapat 

berasal 

dari 

APBDes 

Implemen

tasi 

insentif 

kader 

kesehata

n pada 

desa atau 

kelurahan 

belum 

diupayak

an 

maksimal 

oleh Tim 

Kerja ILP 

Kabupate

n 

Perlu

adanya 

evaluasi 

dalam 

implement

asi Perbub 

13 tahun 

2025 dan 

penggerak

an tim 

Pembina 

Posyandu 
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kader di 

Kelurahan. 

13 Tahun 

2025 

tentang 

Pedoman 

Penyelen

ggaraan 

ILP  

14 Pelaksana

an 

posyandu 

di 

Kelurahan 

tidak ada 

anggaran.

Mohon 

untuk 

dipetakan 

kembali. 

Anggara
n 
operasi
onal 
belum 
tersedia 
di 
kelurah
an 

SSH 
untuk 
operasion
al 
posyandu 
di 
kelurahan 
baru 
diusulkan 
oleh 
DINSOS
PERMAS
DES 

Sudah 
terdapat 
payung 
hukum 
untuk 
pemberia
n insentif 
Kader 
Kesehata
n dan 
operasion
al 
posyandu 
di Desa 
dan 
Keluraha
n yaitu 
Peraturan 
Bupati 
Banyuma
s Nomor 
13 Tahun 
2025 
tentang 
Pedoman 
Penyelen
ggaraan 
ILP  

Pembiay
aan 
operasion
al 
posyandu 
pada 
kelurahan 
berasal 
dari 
APBD 
sedangka
n pada 
Desa 
dapat 
berasal 
dari 
APBDes 

Implemen
tasi 
penyedia
an 
anggaran 
operasion
al 
posyandu 
pada 
desa atau 
kelurahan 
belum 
diupayak
an 
maksimal 
oleh Tim 
Kerja ILP 
Kabupate
n 

Perlu 
adanya 
evaluasi 
dalam 
implement
asi Perbup 
13 tahun 
2025 

15 Informasi

layanan 

unggulan 

belum 

dikolabora

sikan 

antara RS 

Swasta 

dan RS 

Pemerinta

h. 

Perlu

pemenu

han 

SDMK 

spesiali

s untuk 

minimal 

pelayan

an 

madya 

pada 

masing-

masing 

jenis 

Saat ini

sudah 

berlangsu

ng 

validasi 

kompeten

si 

pelayana

n RS oleh 

Dinas 

Kesehata

n 

Peaksan

aan 

klasifikasi 

Rumah 

Sakit 

berdasar

kan 

kompeten

si sesuai 

dengan 

PP 

Nomor 48 

tahun 

2024 

Anggaran

melekat 

pada 

operasion

al 

masing-

masing 

Rumah 

Sakit 

untuk 

meningka

tkan 

kualitas 

pelayana

Rumah

sakit 

perlu 

melengka

pi sarana, 

prasaran

a, alat 

kesehata

n dan 

SDM 

Kesehata

n untuk 

mendapa

tkan 

Sudah

tersedia 

aplikasi 

SIRS 

untuk 

melakukan 

validasi 

kompetens

i 

pelayanan 

Rumah 

Sakit 
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layanan 

rumah 

sakit 

tentang 

Kesehata

n 

n validasi 

pelayana

n minimal 

madya 

 

3. Rencana Aksi 

1. Melibatkan para terapis tradisional dalam rangka peningkatan  daya tahan tubuh 

pada masyarakat dengan penyuluhan dan praktek secara langsung 

2. Mekanisme, prosedur dan jangka waktu layanan secara rutin dilakukan evaluasi 

3. Mekanisme, prosedur dan jangka waktu layanan secara rutin dilakukan evaluasi 

4. Menyusun roadmap pemenuhan SDM Kesehatan dan pengusulan rencana 

kebutuhan pegawai di masing-masing Puskesmas dan Jeringan Pustu nya 

5. Berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan sekali agar 

inovasi dan praktek baik di satu puskesmas bisa diimplementasikan di 

puskesmas lain 

6. Dinkes akan melakukan pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan roadmap  

dan pengusulan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. 

7. Bersinegri dalam konteks pelayanan RSUD dan RS Swasta, Dinkes melakukan 

monitoring jejaring pelayanan rujukan. 

8. Pelaksanaan pemeriksaan dokter spesialis ke puskesmas sebelumnya dalam 

frame upaya deteksi dini dan skrining sesuai program prioritas. 

9. Standar SIMRS saat ini mengacu pada standar akreditasi dan variabel ERM dari 

kemenkes yang terkoneksi dengan SATU SEHAT Kemenkes. 

10. Pelayanan rujukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur layanan. 

11. Pelayanan klinik Jiwa sesuai dengan mekanisme dan prosedur layanan. 

12. Pendataan ulang kebutuhan di masing-masing fasilitas kesehatan, ABK dan 

Renbut. 

13. Dinkes akan membuat rencana kerja dan advokasi untuk mensinergikan insentif 

dan sarpras melalui tim pembina posyandu. 

14. Dinkes akan membuat rencana kerja dan advokasi untuk mensinergikan insentif 

dan sarpras melalui tim pembina posyandu. 

15. Dinkes agar mengkoordinasikan dan menginformasikan layanan unggulan RS 

Pemerintah dan RS Swasta dan kolaborasi layanan spesialistik sesuai dengan 

pemetaan kompetensi layanan RS yang saat ini sedang berjalan. 

 

D. PENUTUP 

Berdasarkan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah diselenggarakan oleh Dinas 

Kesehatan diatas: 

1. Telah disepakati Rencana Aksi Perbaikan Pelayanan Publik. 

2. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi 

dalam 3 (tiga) bulan setelah kesepakatan. 
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E. LAMPIRAN 

Surat Undangan 

Berita Acara yang di tandatangani 

Salinan Daftar Hadir 

Dokumentasi Kegiatan 
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SURAT UNDANGAN 
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BERITA ACARA 
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DAFTAR HADIR 
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